
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrasi dan jabatan fungsional di
lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Luwu
diperlukan penataan nomenklatur jabatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
pasal 48 ayat (2) bahwa nomenklatur jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional
perlu ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam
pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
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13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata
Kerja Perangkat Daerah  Kabupaten Luwu sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu
Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : NOMENKLATUR JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati  adalah Bupati Luwu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangka Daerah Kabupaten Luwu.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai

Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja atau Calon Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi
pada pemerintah daerah.

9. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.
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11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah.

12. Pejabat administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada Pemerintah Daerah.

13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada Pemerintah Daerah.

14. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
berdasarkan nilai suatu jabatan.

15. Kode Jabatan adalah kode yang mempresentasikan suatu jabatan, yang
dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang
Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu;

(2) Tujuan dari nomenklatur jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi
pemerintah Kabupaten Luwu untuk:
a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. Penentuan pangkat dan jabatan;
c. Pengembangan karier;
d. Pengembangan kompetensi;
e. Penilaian kinerja;
f. Penggajian dan tunjangan;
g. Mutasi pegawai; dan
h. Pemberhentian pegawai;

BAB III
JABATAN ASN

Pasal 3

Jabatan ASN terdiri atas:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Jabatan Administrasi;
c. Jabatan Fungsional.
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Pasal 4

(1) Nomenklatur jabatan ASN ditetapkan berdasarkan hasil Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah mendapat persetujuan
menteri;

(2) Nomenklatur Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Daftar Nomenklatur Jabatan ASN yang telah ditetapkan sebagaimana
dimkasud dalam pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan perubahan dan/atau
penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan;

(2) Perubahan dan/atau penambahan Nomenklatur Jabatan ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah
kepada Bupati.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. Nomenklatur jabatan;
b. Tugas jabatan;
c. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
d. Kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas

jabatan
(4) Apabila belum ada kelas jabatan pada jabatan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, maka dilakukan Evaluasi
Jabatan untuk menentukan kelas jabatan;

(5) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati
setelah mendapatkan pertimbangan teknis secara tertulis dari kepala
bagian organisasi dan kepala badan kepegawaian dan sumber daya
manusia.

Pasal 6

Setiap ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu diangkat dan/atau
disesuaikan dalam jabatan berdasarkan nomenklatur yang telah
ditetapkan melalui peraturan Bupati ini sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV
KODE JABATAN

Pasal 7

(1) Kode Jabatan terdiri dari Huruf dan Angka;
(2) Huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kode identitas

perangkat daerah;




